Menimbang

Mengingat

I SALINAN I

KEPALA DESA GEMPOLDENOK

KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA GEMPOLDENOK
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA GEMPOLDENOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLDENOXK,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
diatur dalam Peraturan Desa;

bahwa dalam rangka menggerakan partisipasi masyarakat
dalam membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa,
pemberdayaan masyarakat, merencanakan dan
melaksanakan Pembangunan Desa, perlu dibentuk Lembaga
Kemasyarakatan Desa atas Prakarsa masyarakat sesuai
kebutuhan;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Gempoldenok;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang



Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024
tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);



Menetapkan

10.

11,

12,

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

Peraturan Desa Gempoldenok Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kewenangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLDENOK
dan
KEPALA DESA GEMPOLDENOK
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA GEMPOLDENOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Desa adalah Desa Gempoldenok

Kepala Desa adalah Kepala Desa Gempoldenok

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
Gempoldenok

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.



10.

11

12,

13.

14.

15.

16.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah  Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final
dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun
Peraturan Kepala Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat
LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra
Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan
pelayanan masyarakat Desa.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat
setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian
dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga
yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah
kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya
disingkat PKK adalah lembaga yang mewadahi partisipasi
masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan
keluarga yang berada ditingkat RW dan RT yang
mengoordinasikan kelompok dasawisma.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya
disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa
masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui
musyawarah dan mufakat sebagai mitra Pemerintah Desa
dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan
sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota
masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk
masyartakat khususnya generasi muda di wilayah Desa yang
bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu
adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah partisipasi
masyarakat yang merupakan mitra pemerintah
Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan
Desa.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pembentukan LKD adalah:

a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan,;

b. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dan
membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan agar lebih
berdaya guna dan berhasil guna serta membantu
Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan
masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKD meliputi:

a. mendudukkan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;

b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan

Cc. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

BAB III
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Pasal 4

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk sesuai dengan
prakarsa dan kebutuhan masyarakat setelah
dikonsultasikan dengan camat

(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

RT;

RW;

LPMD;

PKK;

Karang Taruna; dan

Posyandu.

-0 Qa0 op

Pasal 5

(1) RT dibentuk di Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah
Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah
Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(2) Pembentukan RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga
dengan dihadiri ketua RW dan unsur Pemerintah Desa; dan

b. setiap RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala
keluarga yang berdomisili dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk (KTP) di wilayah setempat.



(3) Pembentukan RT dapat berupa:
a. penggabungan RT; dan
b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih.

(4) RT dapat digabung, jika kondisi masyarakat dan wilayah RT
setempat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(5) Dalam hal pemekaran RT, batas wilayah harus jelas
berdasarkan hasil rapat yang disepakati oleh masyarakat dan
Pemerintah Desa.

Pasal 6

(1) RW dibentuk di Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah
Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah
Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(2) Pembentukan RW diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT,
RW, tokoh masyarakat setempat, dan unsur Pemerintah
Desa;

b. RW berkedudukan sebagai koordinator RT di masing-
masing wilayah; dan

c. setiap RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

Pasal 7

(1) Lembaga Kemasyarakatan LPMD, PKK, Karang Taruna,
Posyandu, dan Satlinmas dibentuk melalui musyawarah yang
dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan
pemangku kepentingan lainnya.

(2) Wilayah kerja LPMD, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu
meliputi seluruh wilayah Desa.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 8

(1) LKD bertugas:
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa,
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan; dan

c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada
Pemerintah Desa.

Pasal 9

(1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
bertugas:
a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan
pemerintahan;



(2)

(1)

(2)

b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data
kependudukan dan perizinan;

c. memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga
di wilayahnya;

d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang
didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di
lingkungannya;

e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di
lingkungannya; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), RT mempunyai fungsi:

a. pemeliharaan kerukunan, ketentraman dan Kketertiban
warga,

b. pengoordinasian warga dalam merencanakan dan
mengelola pembangunan secara swadaya;

c. pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan
kemasyarakatan;

d. penyampai informasi program Pemerintah Desa kepada
warga; dan

e. penyelesaian masalah sosial yang dihadapi warga

Pasal 10
RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
bertugas:
a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan
pemerintahan;

b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data
kependudukan dan perizinan;

c. mengkoordinasikan RT di wilayah kerjanya untuk
memelihara kerukunan, Kketentraman, dan ketertiban
warga,

d. mengkoordinasikan RT di wilayah kerjanya untuk
merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang
didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat;

e. mengkoordinasikan RT di wilayah kerjanya untuk
menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga;
dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

RW mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian tugas-tugas RT di wilayahnya,

b. penghubung tugas antara RT dengan Pemerintah Desa; dan

c. penyelesaian masalah sosial di wilayahnya

Pasal 11

LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c
bertugas:
a. membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

masyarakat terkait perencanaan Pembangunan desa;

b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), LPMD mempunyai fungsi :

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan;

b. penanaman dan pemupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah

kepada masyarakat;

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara
partisipatif;

e. penggerak partisipasi dan swadaya gotong royong di
masyarakat;

f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi
sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan

g. penyelarasan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan,
perekonomian dan keagamaan

Pasal 12

PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d
bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan
pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga merupakan upaya memandirikan
masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertagwa
kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi
luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan, dan
keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PKK mempunyai fungsi :

a. penggali dan penggerak potensi keluarga untuk
meningkatkan kesejahteraan keluarga;

b. penyuluhan kepada keluarga meliputi kegiatan bimbingan
dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
dan

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang
berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa

Pasal 13

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi



(2)

(1)

(2)

(3)

masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi

muda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Karang Taruna mempunyai fungsi :

a. penggali dan penggerak potensi generasi muda untuk
meningkatkan produktivitas dan kreativitas generasi muda,;
dan

b. penanggulangan masalah sosial melalui program
pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Pasal 14

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
f bertugas membantu Kepala Desa berdasarkan standar
pelayanan minimal, terdiri dari:

bidang Pendidikan;

bidang Kesehatan;

bidang pekerjaan umum,;

bidang perumahan rakyat;

bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat; dan

f. bidang sosial.

Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi dukungan:

a. pendidikan anak usia dini;

b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan
Desa;

c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan

d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.

Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi dukungan:

a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi,
balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa
dan lanjut usia;

b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia
pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;

c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita,
anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan
usia lanjut;

d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat
kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra
sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang
memiliki resiko masalah kesehatan;

e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan
pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan
hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta
menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan

f. penjangkauan akes yang terdiri atas:

1) imunisasi;
2) vitamin A; dan
3) tablet tambah darah,

°poop



4) posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Tugas Posyandu dalam bidang pekerjaan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi dukungan:

a.

b.
C
d.

€.

edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan
pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta
melakukan pengelolaan sampah di Desa,;

identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
pemeliharaan jaringan air pedesaan,;

identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air
baku; dan

identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.

(5) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi dukungan:

a.

b.

identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak
huni; dan

komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih
dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budidaya
tanaman pangan lokal dalam mendukung
penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori,
hidroponik di pekarangan rumah.

(6) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e meliputi dukungan:

a.
b.

penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana,
melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap
kesiapsiagaan bencana,;

pencegahan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum
melalui deteksi dini dan cegah dini;

pembinaan dan  penyuluhan pelaksanaan  patroli
pengamanan; dan

pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka
ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.

(7) Tugas Posyandu dalam bidang sosial dimaksud pada ayat (1)
huruf f meliputi dukungan:

a.

komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan
keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan
inklusi sosial;

identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang
tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial
kesejahteraan keluarga; dan

memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN LKD
Pasal 15

(1) LKD mempunyai hak sebagai berikut:

a. menyampaikan saran dan pertimbangan mengenai hal yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan

b. menggunakan kelengkapan lembaga.

(2) Format kelengkapan lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi kop naskah surat, papan nama,
stempel, bagan organisasi, dan berita acara pembentukan
pengurus LKD tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 16

LKD mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;

c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
dan
membantu Kepala Desa dalam pelaksanakan kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB VI
KEPENGURUSAN DAN MASA JABATAN
Bagian Kesatu
Kepengurusan
Pasal 17

(1) Pengurus LKD terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. bidang, seksi, atau kelompok kerja (pokja) sesuai dengan

kebutuhan.

(2) Jumlah pengurus LKD disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan.

(3) Pengesahan pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Pengurus LKD mempunyai persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(1)

(2)

setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

bertempat tinggal tetap dan mempunyai kartu tanda
penduduk (KTP) sebagai warga di wilayah setempat;
berpendidikan paling rendah sekolah dasar dan/atau
sederajat;

berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali
pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 (tujuh
belas) tahun; dan

tidak merangkap sebagai anggota BPD dan pengurus LKD
lainnya.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 19

Pengurus LKD dipilih melalui musyawarah di tingkat Desa,
tingkat RW, atau tingkat RT sesuai wilayah kerjanya yang
diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus
LKD.

Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah
sesuai dengan kesepakatan dalam rapat.

Tata cara pemilihan pengurus LKD ditentukan oleh peserta
rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.

Hasil musyawarah pembentukan calon pengurus LKD
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus
LKD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus LKD ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada
Camat.

Pasal 20

Pengurus LKD dilarang:

a. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan/atau

b. menjadi pengurus/anggota salah satu partai politik.
Pengurus LKD yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh
Kepala Desa berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/atau

c. pemberhentian dari pengurus LKD.

Pasal 21

Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. diberhentikan.

Pengurus LKD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ karena:



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
3)

(4)

a. habis masa jabatannya;

b. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah
lain sehingga tidak sesuai dengan wilayah kerjanya;

c. tidak dapat melaksanakan tugas selaku pengurus LKD;

melanggar larangan pengurus LKD; dan

e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat pengurus LKD yang berhenti atau

diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, paling

lambat 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian

pengurus.

Masa jabatan pengurus yang baru menyesuaikan dengan

masa jabatan pengurus lama.

.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan
Pasal 22

Masa jabatan pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan.

Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-
turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA LKD
Pasal 23

Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat
kemitraan.

Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif.
Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan
lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pembentukan, pemberdayaan dan penguatan LKD
sebagai mitra Pemerintah Desa

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 24

Pendanaan kegiatan LKD dapat bersumber dari:

a0 op

swadaya masyarakat;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
dan/atau

sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah terbentuk sebelum
Peraturan Desa ini, tetap diakui keberadaannya serta
melaksanakan tugas sampai terbentuknya Lembaga
Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.

(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa wajib menyesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Desa ini terhitung mulai berlakunya
Peraturan Desa ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Desa Gempoldenok.

Ditetapkan di Gempoldenok
pada tanggal 26 Febuari 2026
KEPALA DESA GEMPOLDENOK
TTD

SURATI
Diundangkan di Gempoldenok
pada tanggal 26 Febuari 2026
PIt. SEKRETARIS DESA GEMPOLDENOK
TTD

SUGIYANTO

LEMBARAN DESA GEMPOLDENOK TAHUN 2026 NOMOR 03

inan sesuai dengan aslinya
kretaris Desa Gempoldenok




LAMPIRAN

PERATURAN DESA GEMPOLDENOK
NOMOR @3.. TAHUN 2026

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. FORMAT TATA NASKAH, PAPAN NAMA STEMPEL DAN STRUKTUR
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

A.RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
Tata Naskah RT dan RW

1. Penomoran
a.Nomor RT ditulis dengan angka Arab, setiap RW dimulai

dengan nomor baru.

b.Nomor RW ditulis dengan angka Romawi di setiap Desa dimulai

a.

dengan nomor baru.

2. Kop Naskah
Contoh Kop Naskah Surat RT
RT.05 - RW. III
DESA....coiiiiiiiiiiiiiennn
KECAMATAN ...ccoovviniinnnnn.

KABUPATEN DEMAK

b.Contoh Kop Naskah Surat RW

RW. V

KECAMATAN ..o
KABUPATEN DEMAK

3. Kop Naskah Surat RT/RW dipergunakan untuk :

a.

Surat Pengantar kepada Kepala Desa, antara lain untuk
keperluan bepergian, pindah penduduk, berkelakuan baik dan
sebagainya; dan

Surat-surat lain yang ditujukan kepada warganya.
Surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau Sekretaris apabila
Ketua RT/RW berhalangan.

4. Papan Nama RT dan RW

a.

b.

Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi
panjang dengan ukuran :

1) Panjang : 60 cm.

2) Lebar : 40 cm.

Warna dasar putih, berisikan tulisan dengan huruf balok
berwarna hitam.

Untuk papan Nama RT :

1) 2/3 bagian untuk tulisan : KETUA RT/RW.
2) 1/3 bagian untuk tulisan nama Desa, Kecamatan dan
Kabupaten.



d.

f.

g.

Untuk Papan Nama RW :

1) 1/2 bagian untuk tulisan : KETUA RW.

2) 1/2 bagian untuk tulisan : nama Desa, Kecamatan dan
Kabupaten.

Dipasang di halaman Kantor atau Rumah Ketua RT/RW

pada sebuah tiang dengan Cat Hitam setinggi 150 cm,

kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara

ini, maka ditempelkan pada dinding Kantor atau Rumah yang

mudah terbaca oleh umum.

Contoh Papan Nama : RT

KETUA
RT. 05 - RW. III

Kabupaten Demak

Contoh Papan Nama RW

KETUA
RW.V

Kabupaten Demak

5. Stempel RT dan RW

a.

b.

Bentuk
Bulat Telur dengan kotak empat persegi panjang ditengahnya.
Ukuran

1) Lingkaran Luar : 3,5 cm.
2) Lingkaran Dalam 12 cm.
3) Panjang Kotak : Heom.

4) Lebar Kotak : 0,9 cm.

Isi:

Nama RT/RW, Desa, Kecamatan dan Kabupaten Demak
(ditulis dengan huruf kapital) serta 2 (dua) buah gambar
bintang yang dicantumkan pada kedua ujung kotak empat
persegi panjang.

Tinta

1) Stempel RT/RW menggunakan Tinta berwarna ungu.

2) Penggunaan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan

Ketua RT/RW atau yang diberi wewenang untuk
menandatanganinya.



3) Contoh Stempel RT

ATAN
7o £
+ KABUPATEN 4

6. Bagan Struktur Lembaga RT dan RW

e |

f I T 1
Bidang/ Bidang/ Bidang/ Bidang/
Seksi Seksi Seksi Seksi
B.PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
1. Kop Surat PKK
PKK memiliki Kop Surat yang digunakan untuk:
a. Sambutan dan Keputusan, dengan logo atau gambar Lambang
PKK berada di tengah bagian atas.

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
PSR oaveerinnsasizans




b.

Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah
Tugas, dengan logo atau gambar Lambang PKK berada di
sebelah kiri serta dicantumkan alamat PKK setempat di
sebelah kanan lambang.

/\ 2 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN

8] D 7. R ——

2. Papan Nama PKK

a.

Ukuran papan PKK

1) Panjang : 120 cm

2)Lebar : 50 cm

Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK.

Papan ditempatkan di depan tempat kegiatan Sekretariat.

Ketentuan-ketentuan lain:

1) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah, dicantumkan
alamat Sekretariat PKK Desa ..............

2) Papan nama PKK ditulis PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK).

3) Contoh Papan Nama PKK

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)

KECAMATAN.....ccoovniane.
KABUPATEN DEMAK

3. Stempel PKK

a.
b.

C.

Bentuk : Bulat

Ukuran :

1) Garis tengah lingkaran luar 3,5 cm.
2) Garis tengah lingkaran dalam 2 cm.

Ketentuan tentang stempel:

1) Lingkaran luar bagian atas ditulis: PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA.

2) Lingkaran luar bagian bawah ditulis: TIM PENGGERAK

3) Pada tengah-tengah lingkaran secara horisontal dengan
tulisan: PKK Desa ....

4) Pada lingkaran dalam dengan latar belakang garis halus
sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dengan tulisan: PKK




5) Contoh Stempel PKK

il |! |||||I I %,
M 4II|
DESA PILANGSARI

KECAMATAN SAYUNG *
KABUPATEN DEMAK

i |

*

4. Bagan Struktur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Ketua
Wakil Ketua

i | | |
Pokja 1 Pokja 2 Pokja 3 Pokja 4

C.KARANG TARUNA

1. Kop Surat Karang Taruna
Karang Taruna memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Surat
Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan
logo atau gambar Lambang Karang Taruna berada di sebelah kiri
serta dicantumkan alamat Karang Taruna setempat di sebelah
kanan lambang.
Contoh Kop Surat Karang Taruna

KARANG TARUNA
DIESA o werwnrns
KECAMATAN........ KABUPATEN DEMAK

2. Papan Nama Karang Taruna
a. Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi
panjang dengan ukuran :
1) Panjang : 120 Cm.
2) Lebar : 50 Cm.
b. Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang KARANG

TARUNA.

c. Ukuran Papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan
nama kantor Desa

d. Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan
Sekretariat Karang Taruna.



Ketentuan-ketentuan lain:

1) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah, dicantumkan
alamat Sekretariat Karang taruna

2) Papan nama Karang Taruna ditulis dengan nama Karang
Taruna Desa ........c........... Kecamatan Kabupaten Demak

Contoh Papan Nama Karang Taruna

KARANG TARUNA

Il

3. Stempel Karang Taruna

a.
b.

Bentuk : Bulat di luar dan dalam.

Ukuran

1) Lingkaran Luar : 3,5 Cm.

2) Lingkaran Dalam  : 2,5 Cm.

Isi:

Nama Karang Taruna, Nama Desa, Kode Administratif Desa
ditulis dengan huruf kapital ditulis pada lingkaran luar,
lingkaran dalam ditulis PENGURUS DESA dengan huruf
kapital, terdapat dua helai pita gambar terpampang pada
bagian atas dan bawah, sebuah sekuntum bunga teratai
yang mulai mekar sebagai latar belakang.

Stempel Karang Taruna menggunakan tinta berwarna ungu
Penggunaan Stempel dibubuhkan pada bagian kiri tanda
tangan Ketua Karang Taruna atau yang diberi wewenang
untuk menandatanganinya.

Contoh stempel Karang Taruna.




4. Bagan Struktur Karang Taruna

Ketua

Sekretaris Bendahara

Bidang/ Seksi Bidang/ Seksi Bidang/ Seksi Bidang/ Seksi

D.POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
1. Kop Surat Posyandu

a.

Lembaga Posyandu memiliki Kop Surat yang digunakan untuk
Sambutan dan keputusan, dengan logo atau lambang
posyandu di tengah bagian atas.

Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas
dan atau sejenisnya dengan logo atau lambang posyandu
berada di sebalah kiri serta dicantumkan alamat Tim Pembina
Posyandu setempat di sebelah kanan lambang posyandu.

POS PELAYANAN TERPADU

POSYANDU

TIM PEMBINA DESA

DESA ........ KECAMATAN .........
KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT

2. Papan nama Posyandu untuk Tim Pembina Desa

a.

Ukuran :
1) Panjang : 120 cm
2) Lebar : 50 cm

b. Warna papan berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam

Disebelah kiri bagian tengah diberi logo atau lambang
posyandu dengan ukuran 25 cm

Ukuran papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papa
nama kantor desa

Papan ditempatkan di depan kantor/ tempat kegiatan
Sekretariat Tim Pembina Posyandu

Papan nama Tim Pembina Posyandu Desa ditulis dengan nama
Tim Pembina Posyandu Desa.......



g. Contoh papan nama Tim pembina Posyandu Desa

POSYANDU
TIM PEMBINA DESA

SEKRETARIAT

3. Stempel Tim Pembina Posyandu Desa
a. Bentuk : bulat

b. Ukuran :

1) garis tengah lingkaran luar : 3,5 cm
2) garis tengah lingkaran dalam :2cm

c. Lingkaran luar bagian atas ditulis kata-kata: Pos pelayanan
Terpadu
Lingkaran luar bagian bawah ditulis kata-kata: Tim Pembina

e. Pada Tengah-tengah lingkaran secara horizontal dengan
tulisan: jenjang Tim Pembina Posyandu dan satu jenjang Tim
Pembina Posyandu diatasnya.

f. Contoh stempel Tim Pembina Posyandu Desa

4. Bagan Struktur Posyandu

Ketua
Posyandu

Bendahara
Sekretaris Posvandu
Posyandu

L
: s Bidan Bidang : 5
Bidang Bidang Pekg;ij'ain beri I};’iﬁ’l o Bidang Bidang
PendidikanillKesehat: v S . Trantibumlinmas Sosial
¢ esehatar [Teniie BoLoa rantibumlinmas E

Anggota



E.LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

1. Kop Surat LPMD

LPMD memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Surat Keluar,
Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas dan atau
sejenisnya.

3.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

DESA ..o
KECAMATAN......cccccceiinimnenennnns KABUPATEN DEMAK
L e
2. Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Ukuran :
1) panjang :100 cm
2) lebar : 50 cm

b. Warna Dasar : putih.

c. Warna tulisan: hitam

d. Warna garis : hitam

e. Ukuran Papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan
nama Kantor Desa.

f. Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan
Sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

g. Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ditulis
dengan Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat Desa,
(5, IR — Kecamatan.........ccoveeisnes Kabupaten Demak.

h. Contoh Papan Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD)

DESA

KECAMATAN -

KABUPATEN : DEMAK

Stempel

a. Bentuk : bulat

b. Ukuran
1) garis tengah luar 3,5 Cm
2) garis tengah dalam : 2,5 Cm

c. Tulisan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
ditempatkan pada lingkar luar atas.

d. Tulisan nama Desa ditempatkan pada lingkar luar bawah
diantara 2 (dua) tanda bintang.

e. Tulisan LPMD ditempatkan pada tengah-tengah lingkaran.

f. Tulisan nama Kecamatan dan Kabupaten ditempatkan pada

lingkar luar bawah.



g. Contoh gambar Stempel Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa

h. Bagan Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ketua

Sekretaris Bendahara

Bidang/ Seksi Bidang/ Seksi Bidang/ Seksi Bidang/ Seksi

II. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN CALON PENGURUS

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA .......ccccvvennen.
Pada hari ini ... tanggal ............ bulan
....................... {5125 ) ; TRRRRERIRI, (T - - - )
bertempat di  ocoonneeisonis Desa oncnsviseasamanss Kecamatan
................................................. Kabupaten Demak telah
diadakan rapat pembentukan calon pengurus
Dalam rapat tersebut disetujui terbentuknya Pengurus ......... Desa
.............. Kecamatan .................... Kabupaten Demak masa

jabatan tahun ...... sampai dengan tahun ...... sebagai berikut :



JENIS KEDUDUKAN DALAM
NO | NAMA | pejamin | PENDIDIKAN| poNGURUS. ...

Susunan kepengurusan dan nama pengurus sebagaimana
tersebut diatas, diusulkan kepada Pemerintah Desa untuk
ditetapkan oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus
.............. dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT,

.........................................

I11. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGESAHAN
PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (PENGESAHAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA/ RT)

KEPALA DESA .............
KECAMATAN ............ KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 05
RUKUN WARGA III (menyesuaikan jenis LKD)
DESA ......... KECAMATAN ....... KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA ....cooo0sessamses

Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka mendudukkan fungsi
Lembaga Kemasyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah
Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat,
mendayagunakan dalam proses pembangunan Desa



Mengingat

1.

dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, perlu dibentuk lembaga
kemasyarakatan desa di Desa ........... Kecamatan .......
Kabupaten Demalk;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Pengesahan Pengurus Rukun
Tetangga 05 Rukun Warga Il (menyesuaikan jenis

LKD) di Desa .......... Kecamatan ......... Kabupaten
Demak Masa Jabatan Tahun. ...... =~ sames :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa,;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa;
Peraturan Bupati Demak Nomor ..... Tahun ..........

tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Mengesahkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 05 Rukun
Warga (RW) III (menyesuaikan jenis LKD) di Desa ..........
Kecamatan ......... Kabupaten Demak Masa Jabatan
Tahun .... - ...., dengan susunan pengurus sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:

a. Rukun Tetangga (RT) bertugas:

1. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan
pemerintahan;

2. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data
kependudukan dan perizinan,;

3. memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
warga di lingkungannya,;

4. merencanakan dan melaksanakan pembangunan
yang didukung aspirasi dan swadaya murni
masyarakat di lingkungannya;

5. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan
warga di lingkungannya; dan

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Desa.
b. Rukun Tetangga (RT) berfungsi:
1. pemeliharaan kerukunan, ketentraman dan

ketertiban warga,
2. pengkoordinasian warga dalam merencanakan dan
mengelola pembangunan secara swadaya;
3. pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan
kemasyarakatan;
4. penyampai informasi program pemerintah kepada
warga; dan
5. penyelesaian masalah sosial yang dihadapi warga.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Rukun
Tetangga (RT) berkoordinasi dengan Ketua Rukun Warga
(RW) dan Pemerintah Desa, serta berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ........
pada tanggal ......
KEPALADESA ......cccvvvvneneen



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ........

KECAMATAN ....... KABUPATEN DEMAK
NOMOR ....... YR TAHUN .....
TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS

RUKUN TETANGGA 05
RUKUN WARGA 11l ([menyesuaikan jenis

LKD) DESA ......... KECAMATAN .......
KABUPATEN DEMAK MASA JABATAN
TAHUN ...... —eeees

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 05
RUKUN WARGA (RW) III (menyesuaikan jenis LKD)

DESA ......... KECAMATAN ....... KABUPATEN DEMAK
MASA JABATAN TAHUN ....... et
TEMPAT/
NAMA TANGGAL JABATAN KETERANGAN
LAHIR
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Seksi Pemuda &
Olah Raga
Seksi Keagamaan
Seksi Keamanan
Seksi Sosial
Dst.......
KEPALADESA ...cccvvvvveennnnnn. ,
fosiassas svanmanssnis s sasnmsusanosssan )
KEPALA DESA ......... s

ttd

NAMA




I. FORMAT TATA NASKAH, PAPAN NAMA STEMPEL DAN STRUKTUR
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

A. RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
Tata Naskah RT dan RW

1. Penomoran
a. Nomor RT ditulis dengan angka Arab, setiap RW dimulai
dengan nomor baru.
b. Nomor RW ditulis dengan angka Romawi di setiap Kelurahan
dimulai dengan nomor baru.

2. Kop Naskah
a. Contoh Kop Naskah Surat RT
RT.04 - RW. VI
KELURAHAN...............
KECAMATAN......ccniivisuisis

KABUPATEN DEMAK

b. Contoh Kop Naskah Surat RW

RW.V
KELURAHAN...............
KECAMATAN.....ccocviiniiniiniininnn
KABUPATEN DEMAK

3. Kop Naskah Surat RT/RW dipergunakan untuk :

a. Surat Pengantar kepada Lurah, antara lain untuk keperluan
bepergian, pindah penduduk, berkelakuan baik dan
sebagainya; dan

b. Surat-surat lain yang ditujukan kepada warganya.

c. Surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau Sekretaris apabila
Ketua RT/RW berhalangan.

4. Papan Nama RT dan RW

a. Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi
panjang dengan ukuran :
1) Panjang : 60 cm.
2) Lebar :40 cm.

b. Warna dasar putih, berisikan tulisan dengan huruf balok
berwarna hitam.

c. Untuk papan Nama RT :
1) 2/3 bagian untuk tulisan : KETUA RT/RW.
2) 1/3 bagian untuk tulisan nama Kelurahan, Kecamatan

dan Kabupaten.



d.

g.

Untuk Papan Nama RW :
1) 1/2 bagian untuk tulisan : KETUA RW.

2) 1/2 bagian untuk tulisan : nama Kelurahan, Kecamatan dan
Kabupaten.

Dipasang di halaman Kantor atau Rumah Ketua RT/RW
pada sebuah tiang dengan Cat Hitam setinggi 150 cm,
kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara
ini, maka ditempelkan pada dinding Kantor atau Rumah yang
mudah terbaca oleh umum.

Contoh Papan Nama : RT

KETUA
RT. 04 - RW.V
Kelurahan ............

Kecamatan .sussssssins
Kabupaten Demak

Contoh Papan Nama RW

KETUA
RW. VI
Kelurahan...........

Kecamatan .................
Kabupaten Demak

5. Stempel RT dan RW

a. Bentuk
Bulat Telur dengan kotak empat persegi panjang ditengahnya.
b. Ukuran
1) Lingkaran Luar : 3,9 em.
2) Lingkaran Dalam  : 2 cm.
3) Panjang Kotak : 5 em.
4) Lebar Kotak : 0,9 cm.
c. Isi:
Nama RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Demak
(ditulis dengan huruf kapital) serta 2 (dua) buah gambar
bintang yang dicantumkan pada kedua ujung kotak empat
persegi panjang.
d. Tinta

1) Stempel RT/RW menggunakan Tinta berwarna ungu.

2) Penggunaan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan
Ketua RT/RW atau yang diberi wewenang untuk
menandatanganinya.



3) Contoh Stempel RT

RW. IV

DEMAK o
"2*2 URA o%

HANBWY

6. Bagan Struktur Lembaga RT dan RW

_F

1 1 I

Bidang/ Seksi Bidang/ Seksi Bidang/ Seksi

B. PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
1. Kop Surat PKK
PKK memiliki Kop Surat yang digunakan untuk:
a. Sambutan dan Keputusan, dengan logo atau gambar Lambang
PKK berada di tengah bagian atas.

Bidang/ Seksi

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)




b.

Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah
Tugas, dengan logo atau gambar Lambang PKK berada di
sebelah kiri serta dicantumkan alamat PKK setempat di
sebelah kanan lambang.

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KELURAHAN ...................
KECAMATAN.................. KABUPATEN DEMAK

2. Papan Nama PKK

a.

Qo

Ukuran papan PKK

1) Panjang : 120 cm

2) Lebar :50 cm

Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK.

Papan ditempatkan di depan tempat kegiatan Sekretariat.

Ketentuan-ketentuan lain:

1) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah, dicantumkan
alamat Sekretariat PKK Kelurahan ..............

2) Papan nama PKK ditulis PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

3) Contoh Papan Nama PKK

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)

KELURAHAN .................
KECAMATAN..........cuuuu......

3. Stempel PKK
a. Bentuk : Bulat
b. Ukuran :

1) Garis tengah lingkaran luar 3,5 cm.

2) Garis tengah lingkaran dalam 2 cm.

Ketentuan tentang stempel:

1) Lingkaran luar bagian atas ditulis: PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA.

2) Lingkaran luar bagian bawah ditulis: TIM PENGGERAK

3) Pada tengah-tengah lingkaran secara horisontal dengan
tulisan: Kelompok PKK Kelurahan ...

4) Pada lingkaran dalam dengan latar belakang garis halus
sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dengan tulisan: PKK




5) Contoh Stempel PKK

KECAMATAN DEMAK
KABU PATEN DEMAK

*

4. Bagan Struktur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris = Bendahara

i |
Pokja 1 Pokja 2 Pokja 3

C. KARANG TARUNA
1. Kop Surat Karang Taruna

Karang Taruna memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Surat
Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan
logo atau gambar Lambang Karang Taruna berada di sebelah kiri
serta dicantumkan alamat Karang Taruna setempat di sebelah
kanan lambang.
Contoh Kop Surat Karang taruna

KARANG TARUNA
KELURAHAN ............

KECAMATAN......... KABUPATEN DEMAK

2. Papan Nama Karang Taruna
a. Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi
panjang dengan ukuran :
1) Panjang : 120 Cm.
2) Lebar : 50 Cm.
b. Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang KARANG TARUNA



Ukuran Papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran
papan nama kantor Desa

Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan
Sekretariat Karang Taruna.

Ketentuan-ketentuan lain:

1) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah, dicantumkan
alamat Sekretariat Karang taruna

2) Papan nama Karang Taruna ditulis dengan nama Karang
Taruna Kelurahan ......... Kecamatan...... Kabupaten Demak

Contoh Papan Nama Karang Taruna

KARANG TARUNA

KELURAHAN ...c.cusmmsussnsssunans
KECAMATAN ...
KABUPATEN DEMAK

3 DU

Stempel Karang Taruna

a.
b.

Bentuk : Bulat di luar dan dalam.
Ukuran

1) Lingkaran Luar : 3,5 Cm.

2) Lingkaran Dalam : 2,5 Cm.

Isi:

Nama Karang Taruna, Nama Kelurahan, Kode Administratif
Kelurahan ditulis dengan huruf kapital ditulis pada lingkaran
luar, lingkaran dalam ditulis PENGURUS KELURAHAN dengan
huruf kapital, terdapat dua helai pita gambar terpampang pada
bagian atas dan bawah, sebuah sekuntum bunga teratai
yang mulai mekar sebagai latar belakang.

Stempel Karang Taruna menggunakan tinta berwarna ungu
Penggunaan Stempel dibubuhkan pada bagian kiri tanda
tangan Ketua Karang Taruna atau yang diberi wewenang
untuk menandatanganinya.

Contoh stempel Karang Taruna.




4. Bagan Struktur Karang Taruna

Ketua

Sekretaris o Bendahara

Bidang/ Seksi

1 1

Bidang/ Seksi

Bidang/ Seksi

Bidang/ Seksi

D. POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
1. Kop Surat Posyandu

a.

Lembaga Posyandu memiliki Kop Surat yang digunakan untuk
Sambutan dan keputusan, dengan logo atau lambang
posyandu di tengah bagian atas.

Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas
dan atau sejenisnya dengan logo atau lambang posyandu
berada di sebalah kiri serta dicantumkan alamat Tim Pembina
Posyandu setempat di sebelah kanan lambang posyandu.

POS PELAYANAN TERPADU

POSYANDU

TIM PEMBINA KELURAHAN

........ KECAMATAN .........
KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT
Lo e
2. Papan nama Posyandu untuk Tim Pembina Kelurahan
Ukuran :

a.

1) Panjang : 120 cm

2) Lebar : 50 cm

Warna papan berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam
Disebelah kiri bagian tengah diberi logo atau lambang
posyandu dengan ukuran 25 cm

Ukuran papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papa
nama kantor desa

Papan ditempatkan di depan kantor/ tempat kegiatan
Sekretariat Tim Pembina Posyandu

Papan nama Tim Pembina Posyandu Kelurahan ditulis dengan
nama Tim Pembina Posyandu Kelurahan.......



g. Contoh papan nama Tim pembina Posyandu Kelurahan

POS PELAYANAN TERPADU
POSYANDU

TIM PEMBINA KELURAHAN

3. Stempel untuk Tim Pembina Posyandu kelurahan

a. Bentuk : bulat

b. Ukuran :
1) garis tengah lingkaran luar : 3,5 cm
2) garis tengah lingkaran dalam : 2 cm

c. Lingkaran luar bagian atas ditulis kata-kata: Pos pelayanan
Terpadu

d. Lingkaran luar bagian bawah ditulis kata-kata: Tim Pembina

e. Pada Tengah-tengah lingkaran secara horizontal dengan
tulisan: jenjang Tim Pembina Posyandu dan satu jenjang Tim
Pembina Posyandu diatasnya.

4. Bagan Struktur Posyandu

Ketua
Posvandu

Bendahara
Posyandu

Sekretaris
Posyandu

idang

Bidang Bidang Bidang

Trantibumli
nmas
L}

Pekerjaan

Umum Sosial
|

Pendidikan Kesehatan

Rakyat
]

Anggota



E. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

1. Kop Surat LPMK
LPMD memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Surat Keluar, Berita
Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas dan/atau sejenisnya.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

KELURAHAN .....cccooviviinnnn.
KECAMATAN. .. ccmovnns sossmmesnanas KABUPATEN DEMAK

2. Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

a.

oo

L

Ukuran :
1) panjang :100 cm
2)lebar :50cm

Warna Dasar : putih.

Warna tulisan: hitam

Warna garis : hitam

Ukuran Papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan
nama Kantor Desa.

Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan
Sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
ditulis dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kelurahan............... Kecamatan..........cviss Kabupaten Demak.
Contoh Papan Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK)

KELURAHAN
KECAMATAN :
KABUPATEN : DEMAK

3. Stempel

a.
b.

-0

Bentuk . bulat
Ukuran

1) garis tengah luar : 4.5 Cin

2) garis tengah dalam :2,5 Cm

Tulisan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
ditempatkan pada lingkaran luar atas.

Tulisan nama Kelurahan ditempatkan pada lingkar luar bawah
diantara 2 (dua) tanda bintang.

Tulisan LPMK ditempatkan pada tengah-tengah lingkaran.
Tulisan nama Kecamatan dan Kabupaten ditempatkan pada
lingkar luar bawah.



g. Contoh gambar Stempel Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan

4. Bagan Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Ketua

Sekretaris Bendahara

| |
Bidang/ Seksi Bidang/ Seksi Bidang/ Seksi Bidang/ Seksi

II. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN CALON PENGURUS

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN .......ccccceeeuneee.
Pada hari ini ............... tanggal ............ bulan
....................... tahun.............. (... - .. - eeeee )
bertempat di ...coineiiisiie Kelurahan, ....cccsssesisvsness Kecamatan
................................................. Kabupaten Demak telah
diadakan rapat pembentukan calon pengurus
Dalam rapat tersebut disetujui terbentuknya Pengurus .........
Kelurahan .............. Kecamatan .................... Kabupaten Demak
masa jabatan tahun ...... sampai dengan tahun ...... sebagai

berikut :



JENIS KEDUDUKAN DALAM
NO NAMA KELAMIN ERADINR PENGURUS.........

Susunan kepengurusan dan nama pengurus sebagaimana
tersebut diatas, diusulkan kepada Kelurahan untuk ditetapkan
oleh Lurah.

Demikian Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus
.............. dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT,

.........................................

III. CONTOH KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGESAHAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (PENGESAHAN PENGURUS RUKUN
TETANGGA/RW)

KEPUTUSAN LURAH ............
NOMOR ...... ; JR— TAHUN .iicosensasne

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01
RUKUN WARGA 1V (menyesuaikan jenis LKK)

KELURAHAN ......... KECAMATAN ....... KABUPATEN DEMAK
MASA JABATAN TAHUN ....... ssesamesmss
LURAH .....coccvvevenennes N

Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka mendudukkan fungsi
Lembaga Kemasyarakat Kelurahan sebagai mitra
Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat,
mendayagunakan dalam proses pembangunan Desa
dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan, perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan



Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

kelurahan di Kelurahan ........... Kecamatan .......
Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Pengesahan Pengurus Rukun
Tetangga 01 Rukun Warga IV (menyesuaikan jenis
LKK) di Kelurahan .......... Kecamatan ......... Kabupaten
Demak Masa Jabatan Tahun ...... - :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa;

6. Peraturan Bupati Demak Nomor ..... Tahun ..........
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun
Warga (RW) IV (menyesuaikan jenis LKK) di Kelurahan
.......... Kecamatan ......... Kabupaten Demak Masa Jabatan
Tahun .... - ...., dengan susunan pengurus sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

berikut:

a. Rukun Tetangga (RT) bertugas:

1.

5.

6.

membantu Lurah dalam bidang pelayanan
pemerintahan;

. membantu Lurah dalam menyediakan data

kependudukan dan perizinan;

. memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

warga di lingkungannya;

. merencanakan dan melaksanakan pembangunan

yang didukung aspirasi dan swadaya murni
masyarakat di lingkungannya;

menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan
warga di lingkungannya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.

b. Rukun Tetangga (RT) berfungsi:

1.

2

3.

4.

5.

pemeliharaan kerukunan, ketentraman dan
ketertiban warga;

pengkoordinasian warga dalam merencanakan dan
mengelola pembangunan secara swadaya;

pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan
kemasyarakatan;

penyampai informasi program pemerintah kepada
warga; dan

penyelesaian masalah sosial yang dihadapi warga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Rukun

Tetangga (RT) berkoordinasi dengan Ketua Rukun Warga
(RW) dan Kelurahan, serta berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ........
pada tanggal ......
ATAS NAMA CAMAT DEMAK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH ........

KECAMATAN ....... KABUPATEN DEMAK
NOMOR ....... [ aissani TAHUN .....
TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS

RUKUN TETANGGA 01

RUKUN WARGA 1V (menyesuaikan
jenis LKK) KELURAHAN .........
KECAMATAN ....... KABUPATEN DEMAK
MASA JABATAN TAHUN ....... S

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 01
RUKUN WARGA (RW) IV (menyesuaikan jenis LKK)
KELURAHAN ......... KECAMATAN ....... KABUPATEN DEMAK

TEMPAT/
NAMA TANGGAL JABATAN KETERANGAN
LAHIR
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Seksi Pemuda &
Olah Raga

Seksi Keagamaan

Seksi Keamanan

Seksi Sosial

BUPATI DEMAK,

ttd

EISTIANAH




	ca40a3cd5d9bda6dc53e10255de20393020ab500344c82d83849be91a78d6c56.pdf
	7a23ea99c6590a8e8b6274e2e5b18044ee29559ce21b8c034a89dc59d355a185.pdf
	ba033d51aa5bcd28930edff48884d1fdd151d034cb435c83d5c909849c91950b.pdf
	8a84a9d8d34b40ebb56f1b4980cd3d600d8aa29b15bcb408e073115eaadefdb4.pdf
	ba033d51aa5bcd28930edff48884d1fdd151d034cb435c83d5c909849c91950b.pdf


